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Abstrak: Ide terbaru dalam proses legislatif Indonesia adalah hukum omnibus. Hukum omnibus, yang menggabungkan
beberapa hukum menjadi satu peraturan, disebut sebagai "universum broom." Hukum Omnibus melayani tujuan yang
berguna dalam menyederhanakan peraturan yang dianggap rumit, tidak jelas, dan tidak efektif. Ketidaksetujuan publik
terhadap perubahan ini tidak disebabkan oleh batas waktu 100 hari Presiden Jokowi atau kurangnya partisipasi dari
banyak pihak dalam proses; sebaliknya, itu adalah hasil dari faktor-faktor penting yang harus diperhitungkan karena
mereka adalah salah satu kekhawatiran utama dari rancangan undang-undang. Berikut adalah analisis dan hasil yang
didapat dari penelitian iniUndang-Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai gejolak pada saat disahkan karena
menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi semua pihak baik dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menolak pengesahan Undang-Undang No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh berbagai macam elemen, salah satunya masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini
terdiri dari beberapa gerakan, yaitu gerakan dari non pemerintah seperti serikat buruh, aliansi mahasiswa serta elemen
masyarakat lainnya. Aksi ini juga didukung oleh FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) yang menyatukan 40 organisasi ke dalam
aliansi untuk menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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Pendahuluan

Abstract: The newest idea in Indonesia’s legislative process is omnibus law. The omnibus
law, which combines multiple laws into a single regulation, is referred to as the "broom
universe.” The Omnibus Law serves a useful purpose in streamlining regulations that are
thought to be cumbersome, unclear, and ineffectual. The public’s disagreement with this
change isn’t due to President Jokowi’s 100-day deadline or the lack of participation from
many parties in the process; rather, it is the result of significant factors that should be
taken into account because they are among the draft law’s primary concerns. The
following is an analysis and results obtained from this study, the Job Creation Law caused
various turmoil when it was passed because it caused confusion and confusion for all
parties, both from the community, business actors, academics, central government and
local government. The demonstration held to reject the ratification of Law No. 11 of 2020
concerning Job Creation was attended by various elements, one of which was civil society.
This civil society comsists of several movements, namely movements from non-
government such as trade unions, student alliances and other elements of society. This
action was also supported by FRI (Indonesian People’s Faction) which united 40
organizations into an alliance to reject Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

Keywords: Civil Disobedience; Students; Hoaxes; SocialMedia

Konsep terbaru dalam proses undang-undang Indonesia adalah Omnibus Law.
Dikenal sebagai "sapu jagat”, Omnibus law memiliki kemampuan untuk menyatukan
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berbagai undang-undang menjadi satu undang-undang. (Az Zahra & Fauzi, 2021) Negara
dengan peraturan terbanyak adalah Indonesia. Pada 2019, ada 50.000 peraturan. Dengan
mencabut dan mengubah berbagai undang-undang sekaligus, undang-undang Omnibus
berfokus pada membuat peraturan menjadi lebih sederhana. Tujuan Omnibus Law adalah
untuk menyederhanakan peraturan yang dianggap bermasalah, membingungkan, dan
tidak efektif (Gultom & Fauzi, 2021). Pemerintah dapat menggunakan omnibus law untuk
memangkas peraturan. Ini memungkinkan satu peraturan menjangkau lebih banyak materi
muatan yang tergabung menjadi satu peraturan. Omnibus law memiliki kewenangan untuk
mencabut dan mengubah peraturan sesuai dengan keadaan untuk meningkatkan
keuntungan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Pada rapat paripurna anggota DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja
resmi ditetapkan. Walaupun telah disahkan, naskah peraturan ini telah beberapa kali
diubah, termasuk menambah jumlah halaman dan menghapus beberapa pasal dari cipta
kerja. (Hasse, 2012) Tanggal 12 Oktober 2020 adalah tanggal akhir proses rancangan
undang-undang ini. Dibandingkan dengan naskah yang telah diedarkan sebelumnya, yang
terdiri dari 905 halaman, jumlah halaman telah meningkat menjadi 1.035 halaman (Prabowo
et al., 2020).

Selama proses perancangan UU ini sendiri, telah terjadi banyak kontroversi dan
banyak orang yang tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja (Jiwandono & Oktaviyanti, 2022).
Masyarakat tidak setuju dengan perubahan ini bukan karena Presiden Jokowi menetapkan
tenggat waktu seratus hari untuk membuatnya dan tidak ada partisipasi dari banyak pihak.
Sebaliknya, perubahan ini disebabkan oleh alasan penting karena merupakan masalah
penting dalam rancangan undang-undang ini (Kurniawan, 2020). Problem ini disebabkan
oleh pengurangan upah bagi karyawan yang hubungan kerjanya diputuskan oleh pemberi
kerja.

Metode

Metodologi mempunyai beberapa pengertian yakni sebuah cara untuk mengetahui
hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut dapat juga
disebut sebagai permasalahan penellitian. Dalam metodologi, penelitian dapat
menggunakan berbagai kriteria berbeda guna dapat memecahkan masalah penelitian yang
ada. Sumber berbeda juga mencantumkan bahwa metode penelitian dilakukan sebagai
sebuah usaha untuk mengembangkan pelaksanaan serta menerapkan suatu kebenaran
yang ada dalam sebuah teori praktek pelaksanaan dengan sebuah metode tertentu.

Metode pendekatan untuk penelitian tentang protes mahasiswa terkait UU Cipta
Kerja melibatkan analisis hukum, pendekatan sosiologis, dan kajian literatur. Penelitian ini
mencakup identifikasi ketentuan UU Cipta Kerja yang menjadi sumber protes, analisis
dampaknya terhadap mahasiswa, serta pemahaman konteks sosial dan politik yang
melatarbelakangi protes tersebut (“Erratum: Copyright in ‘contest-Created” Works:
Ugandan Court of Appeal Weighs Private Interests and Public Benefit Vis-a-Vis Uganda’s
National Anthem (Journal of Intellectual Property Law &amp; Practice (2019) DOIL:
10.1093/Jiplp/Jpz133),” 2020). Selain itu, wawancara dengan mahasiswa, analisis dokumen
protes, dan survei mungkin juga digunakan untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif.
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pustaka dalam penelitian tentang protes mahasiswa
terhadap UU Cipta Kerja melibatkan pencarian dan analisis literatur terkait hukum,
aktivisme mahasiswa, dan dampak kebijakan ekonomi. Peneliti akan menyusun daftar
pustaka dari sumber-sumber akademis, jurnal ilmiah, buku, dan artikel online yang
relevan. Data pustaka ini mencakup pandangan ahli, analisis kebijakan, dan hasil penelitian
terkait peraturan tersebut (Wiputhanupong, 2019). Proses pengumpulan data pustaka ini
penting untuk membangun dasar teoritis dan kontekstual bagi penelitian tentang dinamika
protes mahasiswa terhadap UU Cipta Kerja.

Hasil dan Pembahasan
Keterlibatan Mahasiswa dalam Demo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berbagai kelompok masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk
menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Diantara kumpulan masyarakat
tersebut ada satu elemen masyarakat berupa perkumpulan masyarakat sipil yang terdiri
dari berapa gerakan, diantaranya gerakan dari non pemerintah berupa serikat buruh dan
aliansi mahasiswa (Cekanavicius, 2019; Iljadica, 2019).

Aksi demonstrasi ini juga didukung oleh gabungan organisasi-organisasi besar
bernamakan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). Fraksi tersebut merupakan gabungan dari 40
organisasi demi menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Kekhawatiran masyarakat akan dampak buruk UU cipta kerja bagi hak para pekerja
dan buruh di Indonesia, mendorong mereka untuk memberikan dukungan kepada aksi
demonstrasi tersebut (Munawar & others, 2021). Hal-hal yang dikhawatirkan seputar
dengan penghapusan cuti bersama, fleksibilitas kerja, perubahan upah minimum, serta
outsourcing yang dianggap dapat mengorbankan hak-hak mereka demi kepentingan
pengusaha dan pemerintah.

Demonstrasi dilakukan agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpu
untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Aliansi BEM SI
menganggap pengesahan UU tersebut sebagai pengkhianatan dan penolakan moral
pemerintah Indonesia (Kansil, 2021; Khair, 2021).

Sebanyak 5.000 mahasiswa dari 300 perguruan tinggi berpartisipasi dalam
demonstrasi langsung menentang Undang-Undang Cipta Kerja Bersama No. 11 tahun 2020.
Khawatir bahwa tindakan ini dapat menciptakan klaster penyebaran Covid-19 baru.
Namun, BEM Universitas telah mendaftarkan semua mahasiswa untuk aksi tersebut
sebelum mereka berangkat (Pitasari & Munandar, 2020). Mereka juga telah memastikan
untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker.
Mahasiswa melakukan upaya untuk mencegah penularan virus Covid-19, tetapi menurut
Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus, sekitar 27 orang masih berstatus reaktif dan
dua orang telah menemukan antigen positif (Rohman, 2020).

Salah satu cara mahasiswa menunjukkan keberpihakan mereka terhadap
masyarakat adalah dengan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Hal ini tidak berlebihan

https://journal. pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024 4 0f9

karena mahasiswa selalu dalam kegelisahan dan kegalauan karena menyaksikan berbagai
kesalahan dan penderitaan masyarakat yang harus mereka sampaikan. Mahasiswa
memegang fungsi sebagai media penyalur aspirasi masyarakat sehingga merekalah yang
dipercaya untuk menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah (Syafuddin,
2019). Oleh karena itu, mahasiswa berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan
kemampuan mereka untuk berunjuk rasa meskipun pandemi COVID-19 terus berkembang.
Walaupun undang-undang tersebut telah disahkan dan tidak pernah diubah oleh
presiden dan DPR RI, masyarakat dan mahasiswa terus melakukan demonstrasi tanpa
henti. Hal ini disebabkan oleh kekuatan koalisi lembaga eksekutif dan legislatif, yang
meminimalkan pengawasan dan penolakan legislatif (Szczepaniak, 2021).
A. Isu-isu Aksi Demo Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Setelah disahkan, undang-undang ini menimbulkan keraguan dan
kebingungan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan
pemerintah pusat dan daerah (Nomine, 2021). Ini karena RUU Cipta Kerja
dimaksudkan untuk menghilangkan undang-undang yang tumpang tindih dan
memungkinkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, karena
hanya beberapa undang-undang sebelumnya yang dihapus, undang-undang ini
semakin tumpang tindih (Ul & UI, 2019). Karena itu, masyarakat, terutama
mahasiswa dan buruh, melakukan demonstrasi untuk menolak Undang-Undang
Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 karena masalah yang mereka hadapi.

Menurut Dita Indah Sari, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, demonstrasi
penolakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipicu oleh masalah ekonomi
yang akan membahayakan masyarakat (Mugsith, 2020). Masyarakat memutuskan
untuk turun ke jalan karena terdapat poin-poin yang keliru. Tiga belas poin tersebut,
termasuk penghapusan upah minimum, penghapusan PKWT, dan aturan PHK,
akan merugikan pekerja dan buruh.

Remy Hastian, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, menjelaskan bahwa faktor
lain yang mendorong mahasiswa untuk melakukan demonstrasi ini adalah Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dianggap telah dibuat dengan
cara yang salah. Selain itu, pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan elemen
masyarakat, khususnya masyarakat sipil, tentang penyusunan RUU sebelumnya,
sehingga pemerintah dianggap tidak memperhatikan atau tidak transparan dengan
masyarakat sipil tentang masalah ini (Achmad et al., 2022).

Selain itu, menurut Sultan Rivandi, Ketua BEM UIN Jakarta, undang-undang
yang diperdebatkan ini sangat menekankan hak-hak pekerja dalam kelompok
ketenagakerjaan yang seharusnya dipenuhi pemerintah sebaliknya (Adams, 2020).
Hak-hak pekerja secara sistematis dikurangi dalam UU Cipta Kerja, terutama dalam
hal pemutusan hubungan kerja atau pbk, perubahan upah minimum pekerja, hak
upah atas cuti, pesangon, dan perjanjian kerja waktu tertentu (Li, 2019).

Salah satu alasan utama mahasiswa untuk menolak UU tersebut adalah dalam
pernyataan yang disampaikan oleh Sultan Rivandi. Mahasiswa memahami bahwa
Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 sangat merugikan bagi pekerja dan
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buruh, dan hak-hak mereka terpinggirkan. Ini sangat menyedihkan karena hanya
akan menguntungkan para pengusaha dan wundang-undang tersebut
memungkinkan pengusaha untuk bersikap tidak adil terhadap pekerjanya (Brzozka,
2021). Bahkan mahasiswa merasa khawatir karena mereka mungkin menjadi pekerja
setelah menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai mahasiswa.

Remx Hastian, Koordinator Pusat BEM SI tahun 2020, menyatakan, "Sebagai
mahasiswa, kita pasti akan lulus dari kampus dan mulai bekerja, entah kita yang
menjadi bosnya atau kita yang menjadi pekerjanya (Chronis, 2019)." Dalam hal ini,
sangat mungkin bahwa pelanggaran yang merugikan karyawan atau pekerja juga
akan merugikan mahasiswa setelah mereka bekerja. Seperti pasal yang mengatur
PKWT, pasal ini hanya akan memberi pengusaha lebih banyak kebebasan untuk
hanya mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kemudian, pasal yang
mengatur pesangon, jelas hanya akan membuat pengusaha seenaknya dalam
memberikan pesangon kepada pekerjanya (laia, 2022). Akibatnya, mahasiswa
merasa perlu memperjuangkan hak-hak pekerja dengan melakukan demonstrasi
menentang UU Cipta Kerja.

Menurut penjelasan, mahasiswa pasti khawatir karena mereka mungkin juga
menjadi pekerja. Pasal-pasal seperti penghapusan PKWT dan penghapusan upah
minimum ini hanya akan menguntungkan pengusaha karena mereka
memungkinkan pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak dengan
seenaknya agar mereka tidak diangkat menjadi pekerja tetap (Ozegalska-Trybalska,
2020). Di sisi lain, pasal penghapusan upah minimum hanya akan menyulitkan
pengusaha untuk membayar pekerjanya (Naithani, 2022). Dengan demikian,
perlindungan bagi pekerja dan buruh akan terus melemah, karena hanya akan
menguntungkan pengusaha dan para investor.

B. Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat

Berbagai kelompok masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk
menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Diantara kumpulan
masyarakat tersebut ada satu elemen masyarakat berupa perkumpulan masyarakat
sipil yang terdiri dari berapa gerakan, diantaranya gerakan dari non pemerintah
berupa serikat buruh dan aliansi mahasiswa (Dai, 2023).

Aksi demonstrasi ini juga didukung oleh gabungan organisasi-organisasi
besar bernamakan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). Fraksi tersebut merupakan
gabungan dari 40 organisasi demi menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
Cipta Kerja.

Kekhawatiran masyarakat akan dampak buruk UU cipta kerja bagi hak para
pekerja dan buruh di Indonesia, mendorong mereka untuk memberikan dukungan
kepada aksi demonstrasi tersebut (Salami, 2021). Hal-hal yang dikhawatirkan
seputar dengan penghapusan cuti bersama, fleksibilitas kerja, perubahan upah
minimum, serta outsourcing yang dianggap dapat mengorbankan hak-hak mereka
demi kepentingan pengusaha dan pemerintah.
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C. Kekecewaan Masyarakat Terhadap Pemerintah dalam Membuat Kebijakan
Publik

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah terkait pengesahan UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan konflik dari berbagai kalangan di
Masyarakat (Yulia, 2023). Mereka menganggap kebijakan ini sangat merugikan
kaum pekerja dan buruh. Masyarakat khususnya para mahasiswa merasa kecewa
terhadap kebijakan ini, sehingga hal ini menjadi faktor pendukung mahasiswa
melakukan aksi demonstrasi dalam menolak UU tersebut (Rauch, 2023).

Kekesalan dan kekecewaan yang masyarakat rasakan terhadap pemerintah
membuat mahasiswa harus melakukan aksi turun ke jalan untuk membela hak-hak
para pekerja dan kaum buruh yang terpinggirkan. Peran mahasiswa sangat
dibutuhkan oleh Masyarakat untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah
yang menyimpang.
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https://hype.grid.id/read/432389578/hari-ini-5000-mahasiswa-dari-seluruh-
indonesia-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja
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https://www.gurupaud.mv‘.id/Z20/ 09/mengapa-ruu-cipta-
kerjadipermasalahkan.html

Simpulan

Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai gejolak pada saat disahkan
karena menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi semua pihak baik dari masyarakat,
pelaku usaha, akademisi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan
RUU Cipta Kerja dikatakan akan menghapus Undang-Undang yang tumpang tindih dan
memudahkan investor luar untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi sebaliknya Undang-
Undang ini semakin tumpang tindih karena yang dihapus dari Undang-Undang terdahulu
hanya beberapa saja. Karena hal tersebut, masyarakat terutama mahasiswa.dan buruh
melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dengan isu-isu yang menjadi landasan mereka untuk melakukan aksi
demonstrasi.

Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menolak pengesahan Undang-Undang No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh berbagai macam elemen, salah satunya
masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini terdiri dari beberapa gerakan, yaitu gerakan dari non
pemerintah seperti serikat buruh, aliansi mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Aksi
ini juga didukung oleh FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) yang menyatukan 40 organisasi ke
dalam aliansi untuk menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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